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ABSTRACT

The establishment of the Bar Association by Act li®.of 2003 on Lawyers has raised a
debate as to which organization is recognized kbyldw. The decision of the Constitutional

Court No. 35/Law-XVI1/2018 on the Organization ofviygers is the result of the material

examination request submitted by a number of laswy@he research method used is
Normative research. The results of the researcicatel that Peradi is the only container of
the lawyer profession has eight authorities. Thisterce of advocacy organizations outside
the existing Peradi cannot be prohibited as anesgiwn of freedom of association and
assembly guaranteed by Article 28 and Article 2&Eagraph (3) of the 1945 UUD. Only, the

lawyer's organization is not authorized to exertigse eight powers as contained in the MK
Decision No. 66/Law-VIII/2010 dated 27 June 20l1hefefore, any action by a lawyer's

organization other than PERADI that appears toxXseogsing one of the eight (eight) powers
of PERADI granted by the Law on Lawyers is an agiast the law that is detrimental to

PERADI as the sole party entitled to such authority
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PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, ddii makmur adalah yang
hendak dicapai oleh Negara Kesatuan Republik Inrglansebagai negara hukum yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar aN&ggoublik Indonesia Tahun 1945.
Demi melindungi keadilan dan kebenaran, maka setiapg dituntut tunduk dan mendukung
hukum dan konstitusi, tanpa memandang sistem kap&ao, agama, suku, bangsa,

golongan, atau jabatdn.

! Muhammad Jasman HasaRengantar Sejarah dan Perkembangan Perhimpunan Kedvéndonesia
(PERADI),(Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015), him. 20
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Advokat di ambil dari bahasa Latin, yaidvocatus yang berarti antara lain yang
membantu seseorang dalam perkara. Sedangkan meBlaak’'s Law Dictionary kata
Advokat juga berasal dari kata Latin, yaavocare yang memiliki arti seseorang yang
mendukung, menjunjung tinggi, atau membela otaimg?

Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 lahir gaé@n tujuan pertama,
mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang sejaltean, damai, tertib, dan berkeadilan.
Kedua, untuk menyelenggarakan peradilan yang jadil, dan memiliki kepastian hukum
bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukeipenaran, keadilan, dan hak asasi
manusia, maka kekuasaan kehakiman yang bebasedmliascampur tangan dan pengaruh
pihak luar, mensyaratkan profesi Advokat yang bgelpaandiri, dan bertanggung jawab;
Ketiga, Advokat sebagai profesi yang bebas, mandian bertanggung jawab dalam
penegakan hukum, perlu dijamin dan dilindungi umgdandang’®

Menurut Martiman Prodjohamidjojo sebagaimana dikatlieh Ishag dalam bukunya
yang berjudul Pendidikan Keadvokatan menjelaskdiwbaPenasihat hukum ialah mereka
yang pekerjaandb) atau mereka yang karena profesinya memberikanhjakum, pelayanan
hukum, bantuan hukum, serta nasihat hukum kepadeapgekeadilan baik yang memalui
pengadilan negeri, pengadilan agama, atau paretiggbesaian perburuhan maupun di luar
pengadilaf

Menurut definisi atau interpretasi advokat, jangkakerjanya dapat mencakup baik
pekerjaan di dalam maupun di luar pengadilan. Riageadvokat menurut Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah “oraaggyberprofesi memberikan jasa
hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yamgmenuhi syarat-syarat dalam
Undang-Undang ifii°

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX1X) tertanggal 25
September 2015, yang membukakan pintu-pintu bagadsasi Advokat selain PERADI
untuk mengusulkan penyumpahan calon advokat did#iag Tinggi pada wilayah hukum
domisilinya, menjadi isu hukum yang menarik untueldah lebih lanjut. Berpangkal tolak
dari Surat Ketua MA ini, mengenai sistem organisasggal profesi advokat ataingle bar

systenseakan kembali disoal dan dipertanyakan.

2 V. Harlen SinagaDasar-dasar Profesi Advokatlakarta: Erlangga, 2011), him. 2
® Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003, Landaglasdfis, him 1

* Ishag,Pendidikan KeadvokatafJakarta: Sinar Grafika, 2012), him. 4.

® Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
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Polemik terhadap relasi para pengemban profesi katvdemikian tentu dapat
dipahami karena diantara delapan kewenangan ydaly diberikan oleh Undang Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokagtussatu hal yang tidak menjadi
wewenang organisasi advokat adalah sumpah prafeskat. Sumpah harus dilakukan di
sidang terbuka Pengadilan Tinggi oleh calon advdkatilayah domisili hukumnya.

Kondisi demikian dapat digambarkan ketika Orgamigedvokat selain PERADI
secara masif, simultan, dan terus-menerus mengajp&emohonan untuk dilaksanakannya
sumpah profesi advokat ke Pengadilan Tinggi, mhaskitersebut sejatinya bukan menjadi
wewenangnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018ntang Organisasi
Advokat merupakan hasil dari permohonan uji matarig diajukan oleh sejumlah advokat.
Sebelum putusan tersebut, beberapa organisasi advokmiliki kewenangan untuk
menerbitkan sertifikasi profesi advokat. Namun patu tersebut menegaskan bahwa
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) adalah satunya organisasi advokat yang
berwenang untuk menerbitkan sertifikasi profesioda.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35ARWU2018 Mahkamah
Konstitusi menolak seluruh uji materi terkakonstitusionalitas frasa “Organisasi
Advokat” bertanggal 28 November 2019, Mahkh Konstitusi (MK) kembali
menegaskan konstitusionalitas Perhimpunan Advokatlonesia (PERADI) sebagai
organisasi advokat, satu-satunya wadah profesivokadl dengan delapan kewenangan
sesuai Undang-Undang No0.18 Tahun 2003 tentang Asdvddonstitusionalitasnya sebagai
wadah satu-satunya organisasi advokat tidak dijgersoalkan lagi. Meskipun demikian,
PERADI tetap memiliki kewenangan eksklusif dalamnerbitkan profesi advokat dan
menjalankan delapan kewenangan ekslusif lainnya.

Berdasarkan kondisi pada latar belakang diatasalatasyang akan dikaji dalam
penelitian ini adalaiKewenangan Penerbitan Sertifikasi Profesi Advokdéh Organisasi
Advokat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3%/Rvi/2018 Tentang Organisasi
Advokat)”. Secara rinci masalah dalam penelitian ini adalph Ratio Decidendi Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018 Tentang @nigasi Advokat ? Apa

kewenangan penerbitan sertifikasi profesi advolet organisasi advokat ?
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METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis buat adalah tipe I|gieme Normatif. Pendekatan
normatif atau penelitian doktrinal adalah pensailitttukum dengan memberikan penjelasan
secara sistematis mengenai aturan yang mengatigr hegkum tertentu, serta melakukan
sebuah analisa mengenai hubungan peraturan tedtmrgh kesulitan dan kemungkinan

untuk memprediksi mengenai pembangunan di masadepa
PEMBAHASAN

A. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XV1/2018 Tentang

Organisasi Advokat

Ratio decidendimenurut Michael Zander dalam bukuriyae Law Making
Process’(2004), dapat diartikan sebagAi proposition of law which decides the case, in
the light or in the context of the material fac{8uatu proposisi hukum yang
memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau klamieks fakta-fakta material).
Definisi lain tentangatio decidenddari Sir Rupert Cross dalam bulrecedent in
English Law’(editor J.W. Harris, 1991) yang menyataKa&my rule expressly or
impliedly treated by the judge as a necessary ste@aching his conclusion{Setiap
aturan yang tersurat atau tersirat yang diteraplkaim hakim sebagai langkah yang perlu

dalam mencapai kesimpulah).

Dalam hal ini, hakim memiliki kekuasaan penuh, nisfiyang disebutkan dalam
undang - undang yang dimaksud Kekuasaan Kehakimalara kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna rakkag hukum dan keadilan

berdasarakan pancasila dan Undang — Undang Da&%r 19

Syarat mutlak secara fundamental bagi kekuasaanaki@han adalah
kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian. Frannda@mr hukum dari Belanda,
menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiapat dibedakan ke dalam empat
bentuk, yaittf

® Peter Mahmud MarzukRenelitian Hukum(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)38Im

" Shidarta, Ratio Decidendi dan Kaidah YurisprudehsBinus University, Maret, 2019https:/business-
law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kéiyurisprudensi/

8 .

Ibid.,
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a) Independensi konstitusional canstitusionele onafhankelijk-khgid merupakan
independensi yang dihubungkan dengan doktrin TRaditika dengan system
pembagian kekuasaan menurut Montesqueiu.

b) Independensi fungsionakdkleijke of functionele onafhankelijk-khgianerupakan
independensi yang berkaitan dengan pekerjaan kehakiyang dilakukan ketika
menghadapi persengketaan dan harus memberikaraputus

c) Independensi hakim yang berarti bahwa setiap hakperbolehkan menjalankan
kebebasannya alam menafsirkan undang-undang apaibidiang-undang tidak
memberikan pengertian yang jelas.

d) Independensi praktis yang nyagagktische of feitelijk onafhankelijk-khgjdadalah

independensi hakim untuk tidak berpihak (imprsial).

Judicial review adalah pengujian suatu peraturan perundang-undagygag
kewenangannya hanya terbatas pada kekuasaan kelna#lan tidak tercakup pengujian
oleh Lembaga legislatif dan eksekdtiPermohonan suatu pengujian undang-undang
terhadap UUD NKRI 1945 dapat diterima kedudulkaukumnyalégal standing di
hadapan Mahkamah, maka Pemohon haruslahak piyang hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan gden adanya undang-undang yang
mengatur tersebut. Alasan para pemohon mengaj#amohonan terhadap Mahkamah
Konstitusi dikarenakan para Pemohon mengajukase f@aganisasi Advokat yang diatur
dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan é8glR8 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3),
Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasgh®(1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal
11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan &8yaPésal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1),
ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayatPasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5),
Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasalya® (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5),
Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayaPé&bal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf
f, dan Pasal 5 ayat (2). Menurut para Pemohone f@ganisasi Advokat yang diatur
dalam pasal-pasal a quo memuat lebih dari satugpiaig sehingga bersifat ambigu atau
multi tafsir. Maka, muncul penafsiran keliru terda@rganisasi Advokat di kalangan

instansi pemerintahan atau di kalangan penguruar@egi Advokat dalam masyarakat.

°® Simamora, JAnalisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan diadliReview Di IndonesjgYogyakarta:
Mimbar Hukum, 2013) him. 388
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Pendapat keliru tersebut demikian juga muncul pagtxr 6 Surat Ketua Mahkamah
Agung Nomor 073/KMA/HK.01/1X/2015 tanggal 25 Septaen 2015.

Terkait dengan gugatannya yang telah diajukan peyajgdalam gugatannya,
maka Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstiis. 35/PUU-XV1/2018,
memberikan dasar pertimbangan diantaratfya :

* Menimbang bahwa permohonan a quo adalah meng@glleban frasa “Organisasi
Advokat” dalam UU Advokat, selanjutnya Mahkamah menimbangkan sebagai
berikut.

1) Bahwa substansi frasa norma Undang-Undang yang hdink@an pengujian
dalam permohonan a quo meskipun tersebar di bedbeesgal dan penjelasan UU
Advokat, akan tetapi pada pokoknya berkenaan a&sabgkut-paut dengan
organisasi advokat yang dianggap sebagai satuysatuwganisasi profesi advokat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Ulbkatyvyang berwenang
melaksanakan 8 (delapan) kewenangan yang ditentiddam UU Advokat;

2) Bahwa penyumpahan advokat yang dilakukan oleh REagaTinggi tanpa
mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokgtpeada saat ini secata
facto ada, tidak serta merta membenarkan bahwa orgamsdsar PERADI
dapat menjalankan 8 (delapan) kewenangan sebagaidigmtukan dalam UU
Advokat, akan tetapi semata-mata dengan pertimimatigak diperbolehkannya
menghambat hak konstitusional setiap orang termasgénisasi advokat lain
yang secarae factoada sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (2) U4b 19
yaitu hak untuk bekerja serta mendapat imbalan mtakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja.

* Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya tidakpadsoalan konstitusionalitas
terhadap norma pasal-pasal yang diajukan penguwleh para Pemohon dalam
perkara a quo maka penegasan dari pendirian Mahlkaeraebut sudah menjadi
rujukan bahwa persoalan yang berkaitan dengan ikagishalitas organisasi advokat
sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Advokat dgpamtelah selesai.

* Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbandgaygaenana diuraikan di atas,
dalil-dalil para Pemohon selain dan selebihnya lt@rhal lain, karena tidak relevan

dengan pokok permohonan para Pemohon, tidak digeattigkan.

10 salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU/X¥18
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* Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbandgaygaenana diuraikan di atas,

Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohorkd&lauhnya.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, midledakamah Konstitusi
menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnyasé Mahkamah Konstitusi
bersifat mengikat, Sidang Pengucapan Putusan memnpthap akhir dalam proses
persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan didaksn dalam Sidang Pleno
terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikittdjuh) orang Hakim dan para pihak
berperkara. Putusan MK mempunyai kekuatan hukumgikansejak diucapkan dalam
Sidang Pleno terbuka.

B. Kewenangan Penerbitan Sertifikasi Profesi Advokat Oleh Organisasi Advokat

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasghtl(3 undangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDumal945). Dalam suatu negara
hukum, penegakan hukum menjadi penentu tercapirtié tujuan kehidupan bersama
suatu bangsa. Dalam kerangka penegakan hukum, advokrupakan salah satu
penegak hukum berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UndangAgndomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat (UU Advokat) yang menyatakan advdierstatus sebagai penegak
hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukumpmkraturan perundang-undangan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat goang) adalah ahli hukum yang
berwenang sebagai penasihat hukum atau pembelaraetikpengadilaf

Berdasarkan UU Advokat, salah satu bentuk jasarmukang diberikan advokat
adalah bantuan hukum (Pasal 1 angka 2 UU AdvoRatnberian bantuan hukum oleh
advokat merupakan kewajiban yang melekat secaranmidepada setiap advokat dalam
kedudukan advokat sebagai suatu profesi yang nofiicium nobilg¢. Pemberian
bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandabhggae suatu kewajiban saja,
namun harus dipandang pula sebagai bagian danilosit dan tanggung jawab sosial
(social contribution and social liabilijydalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial

dari profesi advokal’

™ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahdsamus Besar Bahasa IndonesiAn{bon: Balai Pustaka, 2005) him. 10
Frans Hendra Winart®antuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Bedashiin (Jakarta: Elex Media
Komputindo Kelompok Gramedia, 2000), him. 104.
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Kewajiban untuk memberikan nasihat hukum, membarikaasa, perwakilan,
bantuan, pembelaan dan upaya hukum lainnya sesngad kepentingan hukum Klien
(tersangka atau terdakwa) dari profesi hukum taigbat dipisahkan dari asas persamaan
di hadapan hukum (kesetaraan di depan hukum) ddn A$asi Manusia dengan
Pengacara (akses terhadap bantuan hukum). Haksnias dengan ciri negara hukum
Indonesia menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasgaid Republik Indonesia Tahun
1945, yang berarti segala sesuatu berdasarkan hudam melindungi hak asasi

manusia

Lahirnya profesi advokat di Indonesia sejak zamagnjgahan colonial
Belanda(pra kemerdekaan). Pada masa pasca kemamdedesistensi advokat mulai
tampak dengan adanya inisiatif membentuk organahsbkat melalui Seminar Hukum
Nasional pada tanggal 14 Maret 1963 yang kemuddmrldh Persatuan Advokat
Indonesia (PAI) sebagai sarana penyatuan profegolkat di Indonesia yang diketuai
Mr. Loekman Wiriadianata.

Pada era tahun 2000-an, pendirian advokat berkegnpesat bagaikan jamur di
musim hujan, terutama menjelang dan berlangsungeg@ahasan Rancangan Undang-
Undang Advokat di Dewan Perwakilan Rakyat Repubiittonesia (DPR RI). Muncul
nama organisasi advokat Indonesia, antara lainkétan Advokat Indonesia (IKADIN);
(2) Asosiasi Advokat Indonesia (AAl); (3) Ikatanrsihat Hukum Indonesia (IPHI); (4)
Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAP));S@rikat Pengacara Indonesia
(SPI); (6) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKH(7) Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal (HKHPM); (8) Asosiasi Pengacayaridh Indonesia (APSI), dan
lain-lain. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang BNiomd8 tahun 2003 Tentang
Advokat pada bulan April 2003, pada tanggal 8 Saptr 2005, pengurus organisasi
advokat tersebut, Ketua Umum dan Sekretaris Jelngaranembentuk dan mendirikan
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERAEA).

Setelah mengalami proses legislasi akhirnya padmgtd 6 Maret 2003
Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Advokat ujisepemerintah dan Dewan

13 Sekar Inriani, Nurul Fitri Ramadhani, Fauziah Lsjfiungsi Peran dan Tanggung Jawab Profesi Advokat
Dalam Proses Peradilan Pidandyrnal Hukum: ADIL, Vol.13, No.2 (2022), HIm. 126

14 Tarantang JefryAdvokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Pdagaian Sengketa Hukym
(Yogyakarta: K-Media, 2018), HIm. 60
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Perwakilan Rakyat untuk diundangkan. Pada tanggAb#®l 2003 lahirlah Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dengairnya Undang-Undang
tersebut, maka peraturan perundang-undangan petamggaman kolonial tidak belaku

lagi.t®

UU Advokat memberikan pengertian advokat sebagangryang berprofesi
memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luangpdilan yang memenuhi
persyaratan. Tahapan-tahapan untuk dapat diangkajach advokat, yakni; Mengikuti
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA); Mengilujian Profesi Advokat (UPA);
Mengikuti magang di kantor advokat sekurangkuraag@y(dua) tahun secara terus-
menerus di kantor advokat; Pengangkatan dan SusAubavkat.

Selanjutnya setelah dinyatakan sebagai Advokat,oRkatv memiliki hak dan
kewajiban yang diatur dalam UU Advokat No. 18 TaR003 yaitu pada Bab IV tentang
Hak dan Kewajiban Advokat, Bab V tentang HonorariuBab VI tentang Bantuan
Hukum Cuma-Cuma, Bab VIl tentang Advokat Asing, BAD tentang Atribut, Bab IX
tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat.

Suatu organisasi bisa dikatakan baik apabila osganitersebut dan organ
organnya dapat menjalankan fungsi dan perannyaaisdsmgan apa yang digariskan
maupun yang diatur oleh Undang-undang yang berlalalam hal ini khususnya
Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokamatark anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga serta kode etik advokatiyatekat pada profesi tersebut.

Pada tanggal 7 April 2005 Perhimpunan Advokat Iresdte (PERADI) akhirnya
diperkenalkan kepada masyarakat. Dengan dibentuldB®ADI, maka wewenang
pembinaan dan pengawasan profesi Advokat sepenutiijslankan oleh PERADI.
Wewenang tersebut antara lain: (1) Melaksanakandigié@an khusus profesi Advokat;
(2) Pengujian calon Advokat; (3) Pengangkatan Advokd) Membuat kode etik; (5)
Membentuk Dewan Kehormatan; (6) Membentuk Komisndaevas; (7) Melakukan
pengawasan; dan (8) Memberhentikan Advokat. Daroges pendidikan, pengujian,
pengangkatan, pengawasan praktik sehari-hari, sgrautelah menjadi kewenangan

PERADI. Satu-satunya yang tidak menjadi wewenanga@sasi Advokat adalah

5 Ibid., him.66
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Pengangkatan Sumpah Advokat yang dilakukan olehgd&iian Tinggi di bawah
Mahkamah Agung.

Pecahnya wadah tunggal PERADI kemudian di perpatahgan tindakan
Mahkamah Agung yang menerbitkan Surat KMA No. 73AKMK.01/1X/2015. Ketua
Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali menerbitkan SuraKMA No.
73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 20&8ait kewenangan Pengadilan
Tinggi (PT) dalam penyumpahan advokat. Surat KMA M8/KMA/ HK.01/1X/2015
memberikan kewenangan bagi pengadilan tinggi umhényumpah advokat yang

memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018 upakan permohonan
uji konstitusionalitas frasa “Organisasi Advokatlaim ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal
2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) hurBfkal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasala0(4) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat
(1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 @yaPasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4),
ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayatajfgt (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayata§@t (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1)
[sic!], Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal @8, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f dan
Pasal 5 ayat (2) UU Advokat. Dengan kata lain, Fenomenguji konstitusionalitas
keseluruhan frasa “Organisasi Advokat” dalam UU ékht. Menurut para Pemohon,
frase Organisasi Advokat yang diatur dalam passéipa quo memuat lebih dari satu

pengertian sehingga bersifat ambigu atau multirtafs

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, menimbang [@hyersoalan
konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimanaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1)
UU Advokat sesungguhnya telah selesai dan telabrtthpbangkan secara tegas oleh
Mahkamah, yakni PERADI yang merupakan singkatarro(@k) dari Perhimpunan
Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yaegupakan satu-satunya wadah
profesi advokat (vide Putusan Mahkamah Konstitusosmir 014/PUU-IV/2006
bertanggal 30 November 2006)

1 |usia Sulastri dan Kurniawan Tri WibowoMeérajut Sitem Keorganisasian Advokat di Indoneésia
(Ponorogo, Gracias Logis Kreatif, 2021), him. 103
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Bahwa penyumpahan advokat yang dilakukan oleh Ri#agaTinggi tanpa
mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokagt pada saat ini secade facto
ada, tidak serta merta membenarkan bahwa organgiaduar PERADI dapat
menjalankan 8 (delapan) kewenangan sebagaimamautiée dalam UU Advokat, akan
tetapi semata-mata dengan pertimbangan tidak disdrkannya menghambat hak
konstitusional setiap orang termasuk organisasoleatvlain yang secarde factoada
sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (2) UUD 1946 Wiak untuk bekerja serta

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan ldgédm hubungan kerja.

Oleh sebab itu, pengusulan sumpah Advokat merupligian dari 8 (delapan)
Wewenang Organisasi Advokat yang telah diberikapale PERADI. Dengan
demikian, satu-satunya Organisasi yang berhak umhgngusulkan penyumpahan
Advokat hanyalah PERADI. Organisasi selain PERAMMak berwenang untuk
mengusulkan sumpah Advokat karena tidak berhakkuntenjalankan 8 (delapan)
wewenang pembinaan dan pengawasan Profesi Advokat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyadhwd keputusan Mahkamah
Konstitusi ini merupakan upaya Mahkamah Konstituguk mengubah dan memberikan
keadilan kepada para pencari keadilan atas mabkaklm yang terjadi di masyarakat.
Mahkamah Agung tidak seharusnya untuk memihak asganadvokat yang bermasalah
tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014HNJPIO06 secara tegas
menyatakan, yakni PERADI yang merupakan singkatkmo(im) dari Perhimpunan
Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yaegupakan satu-satunya wadah
profesi advokat. PERADI adalah satu-satunya lemlyagg memiliki wewenang untuk
mengawasi pendidikan dan pelatihan advokat, memkerdewan kehormatan,
mengangkat dan memberhentikan advokat, dan melakuigan profesi. Namun,

lembaga tersebut tidak memiliki wewenang untuk niemgah calon advokat.

Pengusulan Advokat yang diajukan Organisasi Advekédin PERADI itu tidak
dapat dimintai pertanggunjawaban secara hukum asknasisi melalui gugatan tata usaha
negara, sebab kedudukan Organisasi Advokat seldfRAPI itu bukanlah
sebagaindependent statergan layaknya PERADI, melainkan hanya badan hukum
privat biasa sehingga tidak dapat digugat di Pelegad’ata Usaha Negara. Namun

perbuatan bertindak seolah-olah sebagai pemangkuenmang itu senyatanya masuk
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sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dimgadanggungjawaban secara
pidana maupun perdata. Dari segi hukum pidana, ysetgn sumpah Advokat tanpa
wewenang itu masuk sebagai perbuatan yang memakaa palsu atau martabat palsu
sebgaimana diancam dalam pasal 378 KUHP. R. Sadsddon bukunya menjelaskan

bahwa unsur-unsur perbuatan ini antara lain :

1) Membujuk orang supaya memberikan barang, membaaguttau menghapuskan
hutang;

2) Maksud pembujukan itu adalah hendak menguntungkasehdiri atau orang lain
dengan melawan hak;

3) Bujukan itu dilakukan dengan : a. Nama palsu; balAlerdik d. Karangan perkataan
bohong. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksighgan “Nama Palsu”

bermakna bukan namanya sendiri.

Dengan demikian, tindakan mengusulkan sumpah Advokeh Organisasi
Advokat selain PERADI senyatanya melanggar keteninia Selebihnya, PERADI dan
para pihak lainnya yang merasa dirugikan atas pésbupengusulan sumpah tanpa
wewenang itu dapat pula memintakan pertanggunghbawaecara hukum perdata
melalui gugatan perbuatan melawan hukum sepanjapgtddibuktikan hubungan
sebab-akibat atas kerugian yang diderita tindakanygmpahan tanpa wewenang

tersebut.

Maka, segala tindakan yang dilakukan Oleh Organfsagokat selain PERADI
yang seolah-olah menjalankan salah satu dari &gda) wewenang PERADI yang
diberikan oleh Undang-Undang Advokat, termasukalachnya mengusulkan Sumpah
Advokat kepada Pengadilan Tinggi, adalah perbuatelawan hukum yang merugikan
PERADI selaku satu-satunya Pihak yang berhak atagewang tersebut. Perbuatan itu
dapat dimintai pertanggungjawaban dalam ranah hulRidana maupun perdata.
Sementara dari ranah hukum Administrasi, tindakangydilakukan oleh Organisasi
Advokat selain PERADI itu tidak dapat diakui seba@arbuatan Hukum Administrasi,
sebab Organisasi selain PERADI itu tidak memililkewenang hukum publik untuk
melakukan tindakan tersebut.
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KESIMPULAN

Ratio decidendyang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalaetu putusan
merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukatu mari suatu putusan pengadilan.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018a&ér dengan sengketa Organisasi
Advokat, bahwa secara konstitusionalitas organisaiiokat sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah dipertingkan secara tegas oleh Mahkamah,
yakni PERADI yang merupakan singkatan (akronim) @arhimpunan Advokat Indonesia

sebagai organisasi advokat yang merupakan satnysatvadah profesi advokat.

Kewenangan Organisasi Advokat sebagai pejabat Ipiésuer sertifikasi profesi
advokat telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003tdmm Advokat. Wewenang pembinaan
dan pengawasan profesi Advokat sah menurut UU Aalvdikaksanakan oleh PERADI.
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